BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana atas
kesalahan diagnosis dokter terhadap pasien yaitu pertanggungjawaban yang
ketat (strict liability) dan pertanggungjawaban pengganti (vicarious
liability). Subyek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai
dengan doktrin adalah yang pertama yaitu rumah sakit dalam hal ini rumah
sakit memiliki kekuasaan dalam mengatur dan memerintahkan dokter dalam
melakukan suatu tindakan, rumah sakit dapat mencegah tindakan dokter
terhadap pasien. Kedua, manajemen rumah sakit memiliki kewenangan
untuk melakukan penghentian atau pencegahan atas terjadinya suatu
perbuatan dokter serta rumah sakit cenderung kurang melakukan
pengawasan dan menerima perbuatan dokter sebagai suatu kebijakan dari
rumah sakit. Rumah sakit dan pimpinan rumah sakit memiliki kewenangan
yang sama namun kewenangan tersebut tidak digunakan. Rumah sakit dan
pimpinan rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara
bersama-sama dan dapat dikenai sanksi pidana karena memiliki
kewenangan dan kekuasaan di suatu rumah sakit. Sama hal dengan rumah
sakit dan pimpinan rumah sakit, dokter juga dapat dikenakan sanksi pidana
apabila melakukan praktik kedokteran yang tidak sesuai dengan kompetensi

yang dimilikinya dan ketentuan yang telah ada.
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B. Saran
Pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit atas kesalahan diagnosis
dokter terhadap pasien sering kali tidak ditegakkan, sehingga mempersulit
pasien dalam menegakkan keadilan akan dirinya. Upaya yang diperlukan
agar masalah terkait pertanggungjawaban pidana atas kesalahan diagnosis
dokter terhadap pasien adalah

1. Pemerintah harus menuangkan standar diagnosis dokter ke dalam
Peraturan Perundang-Undangan dan pemerintah harus mengatur
definisi malpraktik dalam hukum kesehatan secara tegas dan jelas
beserta sanksi yang tegas bagi pelaku malpraktik.

2. Rumah Sakit dan Dokter diharapkan dapat melaksanakan tugas dan
kewajibannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan
kerugian bagi pasien serta Rumah Sakit dan Dokter wajib
bertanggungjawab dan menerima sanksi pidana apabila terbukti
melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tugas dan

kewajibannya yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
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